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ABSTRAK:  -  Keputusan ini ditetapkan rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, diperlukan pengelolaan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara terencana, 

terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, penetapan ini didasarkan untuk 

menjamin koordinasi penyusunan dokumen perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut 

hasil evaluasi SAKIP. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu 

untuk menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sragen Tahun 2026. 

-  Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini 

adalah:  

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Data Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 

Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang 

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029. 

-  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini menetapkan 

Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sragen Tahun 2026.          

CATATAN : - Keputusan KPU Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 

Januari 2026. 

- Lampiran 4 halaman.  


